A. Simpulan

BAB Il

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab I1, kesimpulan yang dapat diambil:

1. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap buruh wanita di Kabupaten

Wonosobo dari tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari Konvensi

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan adalah:

a.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo membuat peraturan
yang lebih memberikan kepastian hukum yaitu Perda Kab.
Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dengan petunjuk
pelaksanaannya yang diatur dengan Perbup Wonosobo Nomor 18
Tahun 2017 dan sampai diturunkan ke level peraturan desa yaitu
Peraturan Desa Tempuranduwur Kecamatan Sapuran Kabupaten
Wonosobo Nomor 023/X1/DS/2018 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Pekerja Migran dan Anak Pekerja Migran
Tempuranduwur.

Pemerintah mengikutsertakan masyarakat agar berperan sesuai
dengan kemampuan mereka, seperti Lembaga KITA Institute
Wonosobo yang memiliki fokus pendampingan di bidang
perdagangan orang secara khusus terhadap buruh migran

perempuan dan anak.
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2. Kendala-kendala yang menghambat upaya perlindungan hukum
terhadap buruh wanita di Kabupaten Wonosobo dari tindak pidana
perdagangan orang adalah:

a. Masih banyaknya jumlah angkatan kerja dengan pendidikan
rendah memunculkan rendahnya pemahaman perundang-
undangan tentang tenaga kerja, informasi peluang kerja, dan
mekanisme penempatan tenaga kerja.

b.  Terbatasnya pemahaman pegawai tentang peraturan penunjang
pelaksanaan tugas, dan pengelolaan organisasi yang belum
optimal.

Saran

Beberapa saran dalam rangka upaya perlindungan hukum terhadap buruh

wanita di Kabupaten Wonosobo dari Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan
buruh ke desa-desa oleh ASN sehingga masyarakat mengetahui hak-hak
buruh dan memiliki gambaran bagi mereka yang akan bekerja di luar
negeri.

2. Mengoptimalkan  pelatihan  keterampilan  untuk  peningkatan
produktivitas kualitas pencari kerja agar dapat memiliki daya saing dan
daya tawar di pasar kerja.

3. Mengoptimalkan pendampingan pada masyarakat agar dapat menjadi
wiraswasta yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak

lagi tertarik untuk mencari kerja di luar negeri.
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